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Mengingat ... 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksud pada huruf a, huruf b, perlu menet.apkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah 
Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan 
Perdagangan Orang khususnya Perernpuan dan Anak 
Kabupaten Sin tang Periodc Tahun 2017 - Tahun 
2022; 

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintahan 
Oaerah wajib membuat kebijakan, Program, 
Kegiatan, dan mcngalokasikan anggaran untuk 
mela.ksanakan Pcncegahan dan Penanganan Masalah 
Perdagangan Orang; 

Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang 
bertentangan dcngan harkat dan martabat manusia 
dan melanggar hak asasi manusia yang harus 
dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintahan 
dan setiap orang, maka itu Pemerintahan Kabupaten 
Sintang berkewajiban untuk mencegah dan 
mcmberikan perlindungan korban perdagangan 
orang, rnelalui tindakan pencegahan dan 
penanganan korban perdagangan orang; 

BUPATI SDfTAIIG, 

RENCAJIA AK8I DAERAII GUGUS 'nJGAS PFJICmAHAII DMf 
PEKGHAPUSAII PERDAGANGAJlf ORANG KHUSUSNYA 

PEREIIPUAII DAllf AIIAK KABUPATEN SllfTANG 
PltRIODE TAHUK 2017-~~ 

PERATURAII BUPATI SINTA.NG 
NOIIOR g ~ TAIIUN 2017 

TENTMfG 

BUPAfl SllfTAlfG 
PROVllfSI KALIIIANTAN BARAT 



Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Sintang 
2. Pcmerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintab yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupeti adalah Bupati Sintang 
4. Sckrcta.ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG RENCANA 
AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN 
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA 
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG 
PERIODE TAHUN 2017-2022 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

13. Pembentukan clan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sintang(Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 7). 

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi 
Seksual Komersial Anak; 

11. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 

10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang 
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679}; 



(2) Tujuan dari Pembentukan Gugus Tugas ini adalah sebagai berikut: 
a. Tujuan umum yang ingin dicapai Gugus Tugas PPPO adalah 

mcmbuat clan mclaksanakan hukum serta kebijakan terkait 
dengan perdagangan orang; 

b. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
l) mencegah, mclindungi dan menangani bentuk-bentuk Tindak 

Pidana Perdagangan Orang; 
2) tumbuhnya kesadaran masyarakat tcntang bahayanya Tindak 

Pidana Pcrdagangan Orang; 
3) tersedianya data-data korban Tindak Pidana Pcrdagangan 

Orang serta penanganannya; 
4} Pelakaanaan Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pcncegahan 

dan Penghapusan Perdagangan Orang khusunya perempuan 
.-.,.. ..... ,.. ..... ,.1, .-.; v,..htu·v·•- ..... Q,..,..,.. .... ,Y 

(I) Mak.sud pem bentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan 
Perdagangan Orang adaJah untuk menjamin peningkatan upaya 
upaya pengcegahan, penghapusan dan perlindungan korban 
Perdagangan orang dan terselenggaranya Rencana Aksi daerah 
Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang 
(traffiking) terutama bagi perempuan dan anak di Kabupaten 
Sin tang. 

BAB Ill 
MAKSUD DAN 11.JJUAN 

Pasal 3 

{5) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), berada dibawah clan 
bertanggungjawab Kepada Bupati. 

(4) Susunan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini, 

{3) Susunan Organisasi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) 
terdiri atas: 
a. Pengarah; 
b. Kctua; 
c. Ketua Harian; 
d. w akil Ketua 
e. Sekretaris; 
f. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan; 
g. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Hukum; 
h. Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Rehabilitasi, 

Pemulangan dan Reintegrasi 
i. Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama clan Koordinasi: 

(2} Gugus Tugas Kabupaten Berkedudukan di Dinas Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perernpuan dan PerJindungan Anak 
Kabupatcn Sintang. 

-·onoo21 



(2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diarahkan untuk : 
a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan 

maayarakat t.entang pcncegahan dan penanganan korban 
perdazangan orang sehingga masyarakat merniliki pengetahuan 

( 1) Bupati melakukan pernbinaan terhadap semua kegiatan yang 
be-rkaitan dengan pencegahan terjadinya perdagangan orang dan 
penanganan korban perdagangan orang melalui advokasi, sosialisasi, 
pcmbuatan pedornan, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan 
dan pelatihan. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dalam bentuk : 
a. Analisis perkembangan; 
b. Kemajuan yang dicapai dan kinerja yang dijalankan selarna 6 

(enam) bulan; 
c. Rekomendasi; 
d. Laporan tahunan dan periodik disampaikan dan di konsultasikan 

ke stakeholders/publik. 

( 1) Gugus Tugas menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati; 

BABV 
PELAP()RAN 

PasaJ 7 

Untuk kelancaran terlaksana Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas 
Penccgahan dan Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) terutama 
perempuan dan anak cti Kabupaten Sintang, Rencana Alesi Daerah dalam 
bentuk Sub Gugus Tugas sebagaimana tercanturn dalarn Lampiran III 
Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan 
iru. 

Pasal 6 

(3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi 
Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan 
Orang (Trafficking) terutama terhadap perempuan dan anak dibentuk 
Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dalam upaya Rencana 
Aksi Daerah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang 
(Trafficking) terhadap perempuan dan anak kepada Bupati 
Sin tang. 



YOSEPHA HASNAH 
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR ;>k> 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal, ~ Jtt '- IL 201 7 

JAROT WIIIARllO 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal, -s 7At L, 201 7 

, b- 

Peraturan Bupati Sintang ini berlaku pada saat diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengunda.ngan 
Peraturan Bupati Sintang ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Sintang. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 



SUBOUGUS ... 

· rdmator : K~ Dinas Sosial Kabupaten Sintang 
: 1. K~ Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sintang 
'2. Direkrur RSUD Ade Mohammad Djoen Kabupatcn 

Sin tang 
3. K~ Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten 

Sm tang 
4 Kepala Bidang Sosia] Dinas Sosial Kabupatcn 

Sm tang 
5. K~ Bidang lnformasi Dinas Komunikasi dan 

tnformatika Kabupaten Sintang 
6. Kepala Bidang Kependudukan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Sin tang 

7. Kepala Sub bagian Keschatan Masyarakat Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sintang 

. Kepala Subhagian Apararur dan Umum Satuan 
Pol.isi Pamong Praja Kabupaten Sintang 

9. Kepala Sekai Bimbingan Masyarakat Kernen terian 
Aga.m.a {lsl.a:m., Kristen .. Khatolik) Kabupaten Sintang 

G S TUGAS PERLINDUNGAN, REHABIUTASI (KESEHATAN, 
~~-...- PE] rLANGAN DAN REJNTEGRASl 

S BG GUS nJG S PENEGAK HUKUM 
· roinatoc : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang 

· 1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi 
Reser Sintang 

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten 
Sin tang 

3. Kepa}a Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Sintang 

4. Kepala Saruan Intel Komandan Distrik Militer 
Sin tang 

5. Kapala Satuan Reserse Kriminal Polres Sintang 
6. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga 

Transn:ugrasi Kabupaten Sintang 
Kepala sub bagian Bantuan Hukum Bagian 
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sm tang 

. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Sintang 
9. Kepala Unit Perlindungan Percmpuan dan Anak 

Polisi Reser Smtang 



Dimulai ... 

Maraknya perdagangan orang terutarna perempuan clan anak pada 
dewasa ini merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. 
Issu perdagangan orang merupakan suatu fenomena global, dan kasus 
perdagangan orang baik antar Negara maupun dalam suatu Negara 
telah dilakukan oleh jaringan yang terorganisir, bahkan realitas 
menunjukkan ketika ekonomi semakin terpuruk semakin banyak 
perempuan clan anak yang dikerjakan, diperdagangkan dan 
dileceh.kan. 
Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang berasal dari 
Indonesia terjadi baik dalam negeri maupun keluar negeri. 
Perdagangan orang semakin mara.k seiring dengan maraknya 
pengiriman Tenaga Kerja Wanita keluar negeri. Banyak kasus 
penipuan yang dilakukan oleh sindikat dimana kepada calon Tenaga 
Kerja Wanita dijanjikan pekerjaan, tetapi mereka diperdagangkan 
menjadi korban yang dilacurkan secara paksa, bahkan Tenaga Kerja 
Wanita illegal yang diusir dari Malaysia pun menjadi sasaran sindikat 
perdagangan orang. 
Berbagai modus operandi yang terjadi diantaranya perekrutan dan 
pengiriman manusia (perempuan dan ana.k), dirnulai dari tingkat 
bawah, yaitu dengan mendatangi wilayah-wilayah sentra pengiriman 
buruh migran yang berada di desa-desa di wilayah kabupatcn. Adapun 
sentra pcngirimannya adalah d.iwilayah kabupaten. 

A. LATAR BELAKAIIG 

BABI 
PE.NDABULUA.1' 

REIICAJIA AKSI DAERAH GUGUS TUG.AS PE1'CBOAHAII DA.II 
PEIIGBAPUSAll PERDAGA1'GA1' ORAlfG (TRAJTJCKDIG) 

TERUTAIIA PEREMPUAII DAii AIIAK 
KABUPATEII SIRTAIIG 
PERIODE 2017-2022 

LAIIPIRAlf ll : PERATURA.11 BUPATI SllfTAIIG 
BOIIOR :SkJ TAHUll 2017 
TAIIGGAL :'3 ~IL. TAHUII 2017 
TEBTABG : REBCAKA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS 

PEBCBGAHAJI DAii PEllOHAPUSAJI 
PERDAGAJIGAll ORAIIG KHUSUSIIYA 
PERBIIPUA!f DAii AlfAK KABUPATEJI 
SllfTAIIG PERIODE TAHUll 2017-2022 

onorr 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 ten tang Perkawinan. 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteran Anak. 
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 

Negeri. 
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia. 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 
9. Undang-Undang Nomor 13 Ttahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah. 
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja ke Luar Negeri. 
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi 

Konvensi Hale Anak. 
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi 

Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak. 

16. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasionl Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak. 

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 ten tang Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 

18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Trafficking. 

19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Alesi 
Nasional Hak Asasi Manusia. 

20. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutan Gender dalam 
Pembangan Daerah. 

22. Keputusan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor : M. 101-PR.09.05 Tahun 2004 dan 
Nomor : 4 73 Tahun 2004 Ten tang Pembentukan Panitia Pelaksana 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Propinsi 
Kalimantan Brat 2004 - 2009. 

23. Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor : F.Um.02.02-1048 tentang 
Pencegahan Perdagangan Percmpuan dengan Mcngontrol 
n--L--=-- n-- ........ - D-..-.,,h1,1, T .... rfn"Ac,10 

B. LAIO>ASAK HUKUM 
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1. Meningkatnya permintaan tenaga kerja perempuan dan 
meningkatnya Pekerja Seks Komersial (PSK). 

2. Tingkat keterampilan yang dimiliki pekerja tidak sesuai dengan 
pasar kerja. 

3. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait. 
4. Lemahnya penegak hukum. 
5. Adanya sindikat tindak pidana perdagangan orang. 
6. Mudahnya akses transportasi keluar negeri. 
7. Pergeseran nilai/norma dalam kehidupan masyarakat. 
A l{,.hiiAk~n nemerintah vanz masih diskriminatif dan bias gender. 

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak 
pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak tidaklah 
mudah dan sederhana. Berbagai hambatan, tantangan dan 
ancaman dalam upaya penghapusan senantiasa menghadang dalam 
berbagai bentuk, kuantitas dan kualitasnya, yang sudah barang 
tentu harus ditemukan jalan keluarnya. Adapun secara umum 
permasalahan, tantangan dan hambatan yang dihadapi itu antara 
lain: 

2. Tantanpn 

1. Adanya komitmen Internasional dan Pemerintah Pusat dan 
Daerah. 

2. Tumbuhnya pelayanan berbasis masyarakat (LSM, Ormas, 
Tomas, Toga, Todat, Organisasi Keagamaan, Akademisi). 

3. Akses informasi dalam upaya membentukjaringan (networking). 
4. Adanya ketersediaan layanan masyarakat : bidang sosial, 

budaya, politik, ekonomi, hukum dan media masa. 
5. Otonomi Daerah lebih mendukung upaya penanggulangan tindak 

pidana perdagangan orang. 
6. Adanya pemahaman dan penyadaran tentang Hak Asasi 

Manusia. 
7. Tersedianya anggaran untuk penanganan tindak pidana 

peradagangan orang. 

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak 
pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak ini 
memiliki secercah harapan yang positif, apabila dimanfaatkan 
secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna. 
Berdasarkan kondisi yang sudah terbangun yang dapat menjadi 
penunjang dan sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya 
tersebut antara lain : 

1. Peluang: 

E. PELUAIIG DAii TAIITAKGAJI 

0000~ 



f') U1amh.o.nn1lr 

1. Membangun Aliansi strategis dengan berbagai instansi atau 
sektor terkait, serta pemangku kepentingan (stakeholders) untuk 
membangun komitmen bersama. Sehingga Rencana Aksi Daerah 
(RAD) ini alcan menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan 
dibidang ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, 
kepariwisataan, kesehatan, dan sebagainya; 

Agar pencapaian basil pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) ini 
dapat optimal, maka diperlukan langkah-langkah strategis melalui: 

B. STRATEGI 

d. Digunakan perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan 
Gender. 

e. Peningkatan pusat layanan medis pada rumah sakit dalam 
memberikan rehabilitasi medis kepada korban perdagangan 
orang, khususnya perempuan dan anak di Kabupaten 
Sin tang. 

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas pusat pelayanan krisis 
untuk perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban 
perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di 
seluruh wilayah Kabupaten Sintang, terutama daerah-daerah 
berisiko tinggi. 

g. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, terutama 
perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, 
pelatihan, peningkatan pendapatan (ekonomi), kesehatan dan 
pelayanan sosial. 

h. Terbentuk perangkat hukum dalam upaya penghapusan 
Trafficking (Undang-Undang, PP, Keppres, Peraturan Daerah, 
Surat Keputusan). 

1. Adanya harmonisasi peraturan-peraturan lokal dengan 
standart kebijakan berkaitan dengan Trafficking perempuan 
dan anak. 

J. Adanya persamaan persepsi dalam penanganan kasus 
Trafficking ditingkat aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, 
Pengacara/ Advokat dan polisi). 

k. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan (Trafficking) 
secara bertahap serta meningkatnya jumlah kasus yang 
diproses ke pengadilan. 

1. Terbentuknya jaringan kerja (Networking) dalam kemitraan 
antara Daerah dengan pusat, juga kerjasama regional dan 
intemasional. 

m. Dialokasikannya anggaran untuk pencegahan, implementasi 
kebijakan, rehabilitas dan reintegrasi sosial dalam Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Sintang 
setiap tahunnya. 

onoo11 .. 



- Kepala Dinas Pendidikar. 
Kabupaten Sintang 

- Kepala Dinas Sosia 
Kabupaten Sintang 

- Kepala Dinas Perhubungar 

Kepala Seksi Perlindungar: 
Perempuan Dinas Keluarga 
Berencana, Pemberdayaa.n 
Perempuan dan Perlindungar: 
Anak Kabupaten Sintang 

Kepala Bidang Pemberdayaan 
Perempuan Dinas Keluarga 
Berencana, Pernberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Sintang 

Kepala Dinas Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan, dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Sintang 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten Sintang 

Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sin tang 

Wakil Bupati Sintang 

Anggota 8. 

Bendahara 7. 

Sekretaris 6. 

2. Ketua 

3. 
Wakil Ketua I 

Wakil Ketua II 
4. 

5. Ketua Harian 

- Bupati Sintang 
- Kepala Palisi Resor Sintang 
- Kepala Kejaksaan Negeri 

Sin tang 
- Kepala Pengadilan Negeri 

Sin tang 
- Dandim 1205 Sintang 

Pelindung 1. 
3 2 1 

JABATAN POKOK JABATAN DALAM 
KEANGGOTAAN 

BO 

SUSUNAN TIM AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN 
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) TERUTAMA 

PEREMPUAN DAN ANAK PERI ODE 2017-2022 

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG 
NO MOR : g]J:; TAHUN 2017 
TANGGAL : s !rftlt L 2017 
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS 

PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN 
PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA 
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN 
SINTANG PERI ODE TAHUN 2017-2022 



JAROT WllfARl'fO - 

- Kepala Seksi Kesejahteraan 
Anak Dinas Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Kabupaten Sintang 

- Ketua Tim Penggerak PKK 
Kabupaten Sintang 

Berencana 
Perempuan 
Perlindungan 
Kabupaten Sintang. 

Pengarusutarnaan gender 
Dinas Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Sintang 

- Kepala Seksi Peningkatan 
Kualitas Hidup Perempuan 
Dinas Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Sintang. 

- Kepala Seksi Perlindungan 
Anak Dinas Keluarga 

Seksi Ke pal a 

Kepala Bidang Rehabilitasi 
sosial, Perlindungan dan 
Jaminan Sosial Kabupaten 
Sin tang 

.Pernberdayaan 
dan 

Anak 

onoo4t 
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